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TENTANG

PEDOMAN PEI{YUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH

PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA DI KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT?UHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI MUSI RAWAS,

batrwa emisi gas rumal: kaca yang timbul akibat

aktilitas manusia telah mengakibatkan

pemanasan globai yang dapat memicu

perubahan iklim global dan merusak kualitas

lingkungan hidup sehingga perlu dilaksanakan

upaya dalam rangka penurunan emisi gas

rumah kaca;

baltwa guna mendukung pencapaian target

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca hirrgga 29o/o

pada Tahun 2O3O sesuai dengan komitmen

nasional yang telah dicanangkan oleh Presiden

Republik Indonesia pada acara Conference Of

The Parties (COP) ke 16 di Paris Perancis, perlu

dilakukan upaya bersama melalui kontribusi

seluruh pihak dari Perartgkat Daerah dan

Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik

Swasta dengarr memanfaatkan sumber daya

yang dimiliki;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman

Pen5rusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi

Gas Rumah Kaca di Kabupaten Musi Rawas.

BUPATI MUSI RAWAS

c.

b.



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja

di Sumatera Selatan (LembaIan Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan

kmbararr Negara Republik Indonesia Nomor

3419);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang

Pengesahan United Nations Framework

Convention on Climate Chalge (Lembar Negara

Republik lndonesia Tahun 1994 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3557);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2oo9 Nomor 14O, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

2.

3.

4.

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang

Pengesahan United lVations Franneuork

Conuention on Clir,i,o;te clange lLerlrbar Negara

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42,

Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia

Nomor 3557);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Pencega.tran dan Pemberantasan Perusakan

Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahrrn 2Ol3 Nomor 13O, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5432|;
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244'

Tambaha! Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telalt

beberapa kari diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembarart Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016

tentang Pengesahan Paris Agreenent to Tlre

United. lvarions Frametaork Conuention on

Climate Chonge (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 2O4, Tambal.an

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5e39);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016

tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian

Lingkungart Hidup Strategis (Lembararr Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5941);

10. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2O11

tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan

Emisi Gas Rumah Kaca;

11.. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2o1l

tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas

Rumah Kaca Nasional:

12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Musi Rawas (I'€mbaran

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016

Nomor 1O).

a.
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Menetapkan :

MEMUTUSXAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN

PENYUSUNAN RENCANA AI(SI DAERAH

PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

(ABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

PaBal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. KabuPaten adalah Kabupaten Musi Rawas'

2. Pemerintah Kabupatsn addah Pemerintah

Kabupaten Musi Rawas

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan

Percncanaan Pembangutran Daerah Kabupatefl

Muai Rawas'

5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala

Bappeda adalah KePala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah KabuPaten Musi Rawas.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD

adalah Perangkat Daerah di Lingkungran

Pemerintah Kabrrpateo Musi Raras.

Kepala Perangkat Daerah, yang s€lanjutnya

discbut KcPala PD adalah Kepala Perangkat

Dacrah Kabupaten di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Musi Rewaa.

6.

7.
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8. Gas Rumah Kaca,

disingkat GRK, adalah

dalam atmosfer, baik

yang selanjutnYa

gas Yang terkandung

alami maupun

antropogerrik, yang menyeraP dan memancankan

kembali radiasi inframerah'

Emiai Gas Rumah Kaca adalah lepasnya Gas

Rumah Kaca ke atmosfer pada suatu area

tertentu dalam jangka waktu tertentu'

Mitigasi adalah upaya-upaya untuk mencegah

dampak negatif yang diperkirakan akan terjadi

atau telah terjadi karena adanya rencana

kegiatan atau menanggulangi dampak negatif

yang timbul sebagai al<ibat adanya suatu

kegiatan/usaha.
Rencana Aksi Daerah Penunrnan Emisi Gas

Rumalx Kaca yang selanjutnya disebut RAD-

GRK, adalah dokumen rencana kerja untuk

pelaksanaan berbagai kegiatan yang s€cara

langsung dan tidak langsung menurunkan

emisi gas rumah kaca sesuai dengan target

pembangunan daerah.

(1} RAD-GRK

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

disusun untuk per€ncanaan

pembangunan sampai Tahun 2030'

(2) Kegiatan RAD-GRK meuputi bidang:

a. Pertanian;
b. kehutanan dan lahan gambut;

c. energi dan transPortasi

d, industri;
e. pengelolaan limbah; dan

f. kegiatan Pendukung lain.

9.

10.

11.
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(3) Substansi inti dari RAD-GRK terdiri dari s(lima)

elemen yaitu:
a. Sumber dan Potensi Penurunan Emisi GRK'

merupakan identilikasi bidang dan kegiatatr

yang be4)otensi scbogFi sumber dan scrapan

emisi GRK, berdasarkan pada cakupan'

kondisi wilayah, kegiatan dan produksi emisi

scktoral dan karateristik daerah;

.Busin€ss As tlsual (BAU) Baseline emisi GRK'

merupakan perkiraan tingkat emisi dan

proyeksi GRK dengan skenerio tanPa

intcrvensi kebijakan dan telmologi mitigasi

dari bidang-bidang yang telah diindetifikasi

dalam kurun walrtrl yang dieepakati (Tahun

201O-2O30)

Usulan Renc€na Aksi Penurunan Emisi GRK

(mitigasi), baik berupa kegiatan inti mauPun

kegiatan pendukung:

1) usulan-usulan aksi mitigasi yarg

berpotensi dapat menurunkan emisi GRK

dari bidang-bidang terpilih (dari kcgiatan

yang sudah ada mauPun Yang baru);

2) potensi reduksi emisi dari baseline mulai

Tahun 2O1O samPai Tahun 2O3O untuk
setiap aksi/keloapok aksi mitigasi yang

diusulkan;
3) perkiraan biaYa mitigasi

penurunan Per ton emisi

setiap aksi Yang diuaulkan;

4l ja,l:gjra, wakru Pelaksanaan

dan biaya

GRK untuk

setiap aksi

yang diidentifrkasi;

5) usulan prioritas/skala prioritas dari

rrsulan-usulan aksi ,nitiaaoi terPilih; dan

b-
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6) lembaga pelaksana dan pendanaan

kegiatan yang sudat! diidentifrkasi

pengukuran dan Pemantauan

program/kegiaten RAD-GRK'

BAB III
KEDUDUKAN RAD-GRK

Pasal 3

RAD GRK scbcgFinFrta dirnaksud dalan Pasal 2 ayat

(1) berkedudukan sebagai salah satu pedoman bagi

PD, masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan

perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi

terkait penurunan cmisi GRK-

BAB IV

KETERKAITAN RAD-GRK

DENGAN KEBI.'AKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 4

(1) RAD GRK dieusun berdasarkan kondisi dan

kemampuan daerah serta terintegrasi dalam

Rencana Pembangunan Daera.l'

(2) Prosee penyuaunan RAD-GRK bersifat partisipatif

dan menggunakan referensi yang tersedia di

tingkat Nasional

(3) RAD-GRK merupakan aksi-aksi mitigasi dafam

uPaya Penurunan emisi GRK yang dituangkan

dalam kebijakan, rencana, program dan kegiatan

pada PD.

Passl 5

(l) Felaksanaan dan Femantauan RAD-GRK

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

dikoordinaBikan oleh Kepala Bappcda'
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(3)

Kepala PD melaPorkan pelaksanaan kcgiatan

RAD-GRK kepata Kepala BapPeda secara berkala

paling sedikit I (satu) tahun sekali atau sewaktu-

waktu apabila diPerlukan'

Kepala BaPpeda melaPorkan pclakaanaan

kegiatan RAD-GRK yang terintegrasi kePada

Bupati secara berkala paling sedikit I (satu)

tahun sekali atau aewaktu-walrtu apabila

diperlukan.

BAB V

DOKUMEN RAD.GRK

Pasal 6

(11 Dokumen RAD-GRK dituarlgkarr dalam bcntuk

dokuEen yang disusun dengarr sistematika

sebagai b€rilrut:

BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan T\rjuan

C. Dasar Hulrum

BAB II PROFIL DAERAH DAN PROFIL EMISI

GAS RUMAH KACA (GRK} KABUPATEN

MUSI RAWAS

A. Profrl dan Karateristik Daerah

B. Gambaran Isu Prioritas Lingkungan

HiduP Daerah

C. Identifikasi Awal Sumber Emisi GRK

Dan Potensi Emisi Gas Rumah Kaca

(GRK) KabuPaten Musi tr'awas

D. Potensi Sumbcr Emisi Gas Rumah

Kaca KabuPaten Musi Rawas

BAB III POTENST SUMBER EMISI GAS RUMAH

KACA KABUPATEN MUSI RAWAS

A. Review PEP RAD-GRK 2010 - 2015

PAXrldKOOnDri,r!i



BABry

B. opsi aksi mitigasi sa.mPai dcngan

tahurl 2O3O

C. Kegiatan Prioritas sampai dengan

tahun 2O3O

STARTEGI IMPLEMENTASI

A. Pemetaan kelembagaan dan

Pembagian peran afltar stakeholder

B. Identifikasi sumber Pendanaan

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN

PEI,APORAN

A, Hal-hal Yang perlu dipentau

identilikasi sumber Pendana'an

B. Stakeholder Yang bcrPcran dalam

PEP

BAB VI PENUTUP

A. ProYeksi emisi KabuPaten Musi

Faawas

B. Perkiraan P€nurunan emiei dari

rencana aksi mitigasi

LAMPIRAN

(2) Dokumen RAD-GRK sebagaimana dimaksud

pada ayat (l) tercantum dalam Lampiran yang

mcrupakan bagran tidak terpisahkan dari

Peraturan BuPati ini.

BAB VI

SUMBER PENDANAAN

Paaal 7

Pcndanaan pclakaanaan RAD-GRK dapat bcrsunbcr

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional,

Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daera.L Provinsi,

Anggaran Pendapatsn dan Belanja Daerah

Kabupaten, dan sumber lainnya yang sah dan tidak

mengikat.

BAB V
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BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku Pada tarrggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memeriatahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penemPatannya dalam Berite Daeratr Kabupaten

Musi Rawas.

i ('/,,i,(r )'''r'"i -r' '!:j1 I

Diundanglan di Muara Beliti

pada tanggal ,o ftsaB 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPA1EN MUSI RAWAS,

Ditetapkan di

pada tanggal

BUPATI RAWAS,

Muara Beliti

b $zenW 2Ol9
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PRISKODESI

BERTTA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHuN 2019 NoMoR !g)
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